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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum penerimaan dan penolakan isbat nikah terhadap

perkawinan siri di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat banyak ditemukan perkawinan yang tidak

dicatatkan yang hanya memperhatikan aspek keagamaannya saja tanpa memperhatikan amanat dari

peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun

1974. Demi memberikan kepastian hukum kepada suami istri yang tidak melakukan pencatatan perkawinan

diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama sebagaimana

diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai

dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah

dan akibat hukum terhadap penetapan hakim yang mengabulkan dan menolak permohonan isbat nikah

terhadap status perkawinan, status anak dan harta benda dalam perkawinan pada Penetapan Pengadilan

Agama Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.JB dan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT. Untuk menjawab permasalahan

tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Adapun analisa

data dilakukan secara eksplanatori. Hasil analisa mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan

permohonan isbat nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.JB karena

memenuhi syarat sah perkawinan. Analisa dalam menolak permohonan isbat nikah pada Penetapan

Pengadilan Agama Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT bahwa para pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 40

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dikabulkan penetapan isbat nikah maka status perkawinan

diakui oleh hukum, status anak adalah anak sah, terhadap harta benda dalam perkawinan berlaku ketentuan

dalam peraturan perundangan-undangan. Terhadap isbat nikah yang ditolak maka status perkawinan tidak

diakui oleh hukum, status anak adalah anak luar kawin, terhadap harta benda dalam perkawinan tidak

berlaku ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan.

......This research discusses the legal consequences of accepting and rejecting marriage wives on

unregistered marriage in Indonesia. In life, there are many unregistered marriage that only pay attention to

religious aspects without paying attention to the mandate of the laws, especially Article 2 paragraph 2 of the

Marriage Law Number 1 of 1974. To provide legal certainty to husband and wife who do not register their

marriage, they are given the opportunity to submit a marriage request to the Religious Court as in Article 7

paragraph (2) Compilation of Islamic Law. This research’s problem are regarding the basis for the

consideration of the Religious Court Judges in granting or rejecting the request for the isbat marriage and the

legal consequences of the decision of the judge on marital status, child status and assests in marriage in the

Religious Court Decision Number 108/Pdt.P/2018/PA.JB and Number 0108/Pdt.P/2018/PAJT. This
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research use normative juridical research’s method and secondary data. The data analysis was done

explanatory. The results of the analysis illustrate the consideration of the judge’s consideration of granting

the marriage request in the Religious Court Decision Number 108/Pdt.P/2018/PA.JB because it meets the

legal requirements of marriage. Rejects the marriage request in the Religious Court Decision Number

0108/Pdt.P/2018/PAJT that the applicants have violated the provisions of Article 40 letter (a) Compilation

of Islamic Law. As a result of the law the stipulation of marriage is granted, the marital status is recognized

by law, the status of the child is a legitimate child, and the provisions of the laws and regulations apply to

marital property. For a marriage that is rejected, the marital status is not recognized by law, the status of the

child is an out of wedlock child, and the marital assests do not apply the provisions of the statutory

regulations.


